BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis atas pajak perhitungan (PPh) Pasal 21 yang

dilaksanakan PT. X dengan memakai gross method dapat ditarik kesimpulan bahwa

perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. X kurang sesuai. Berikut beberapa

simpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis atas PPh Pasal 21, yaitu:

1.

PT. X yang memakai gross method pada penghitungan PPh Pasal 21 atas
gaji karyawan bukan menjadi metode yang efektif dan efisien untuk
perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak sebab PPh Pasal 21
terutang akan ditanggung oleh karyawan sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai biaya perusahaan, hal ini terlihat pada laporan laba/rugi didapati
bahwa laba bersih sebelum pajak penghasilan sebesar Rp29.095.110.000,
sehingga PPh Badan yang terutang oleh perusahaan akan menjadi tinggi
yaitu sebesar Rp5.877.939.118.

Net method pada PPh 21 terutang memiliki kelemahan bagi perusahaan
karena yang menanggung PPh terutang karyawan seluruhnya adalah
perusahaan, namun tidak bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan
bruto perusahaan sebagai biaya. Pada laporan laba/rugi fiskal biaya ini
akan dikoreksi positif yang berdampak pada bertambahnya laba
perusahaan dan menjadikan PPh Badan terutangnya menjadi tinggi yaitu

sebesar Rp5.877.939.118.

. Dari perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 terutang dengan memakai

gross method dan gross-up method metode yang paling efektif untuk
menekan beban pajak adalah menggunakan gross-up method dimana
perusahaan akan memberi tunjangan pajak yang dapat diakui baik secara
komersial maupun secara fiskal sehingga dapat mengurangi beban pajak
dalam PPh Badan dari perusahaan sehingga PPh Badannya akan menjadi
lebih kecil, hal ini dapat terlihat jika dengan gross method PPh Badan
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yang terutang oleh perusahaan yaitu sebesar Rp5.877.939.118. Apabila
memakai gross-up method maka PPh Badan yang terutang oleh
perusahaan yaitu sejumlah Rp5.875.523.505, sehingga metode gross up
dapat menekan PPh Badan yang terutang sejumlah Rp2.415.613. Dalam
gross up method sebenarnya tidak berimbas pada take home pay yang
diterima karyawan, namun pada penghitungan PPh 21 gross up
pemerolehan gaji karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh 21 terutang

yang ditambahkan.

5.2 Saran
Berlandaskan hasil simpulan diatas, maka saran yang bisa disampaikan oleh

penulis kepada PT. X yaitu perusahaan sebaiknya menggunakan gross up method
dalam merencanakan PPh Pasal 21 karena metode ini menguntungkan bagi
perusahaan, dimana perusahaan dapat menghemat PPh Badan terutang sebesar
Rp2.415.613, jika dibandingkan gross method. Metode ini juga menguntungkan
pegawai karena pegawai akan mendapat take home pay lebih maksimal jika

dibandingkan dengan gross method.
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